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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN

MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
+--

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomqr 151 , Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4346);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor B

Tahun 2OO5 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor '108, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4548)',

2.

J.

4,

-5, Undang-Undang. .......12



Undangrdlndang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Femerintalr Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 l{omor tr26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

Peraturan Pernerintah f{omor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dair Kewenangat'l Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nornor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952)',

Peraturan Fernerir-ltal'r f,{ornor V2 Talun 2005 tentang Desa (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4587),

Peraturan Pemerintah ldornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Feraturan Daerah Kabupaten Sarnosir Nomor 21 Tahun 2005 tentang

Sr.lsunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan

$usunan Organisasi dar, Tata Kerja Sekretariat Dewan Pensakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Samosir.

Dengan Fersetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTI.'SKAN:

: PERATURAf{ DAERAH TENTAT.IG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN

MEKANISME PENYU.$UNAN PERATURAN DESA

BAB i

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistim dan

prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang Undanrg Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
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5. Bupati acialah ffiupati San'rosir.

6. $eknetaris Daerah adalah Sekreltaris Daerah Kabupaten Sampsir.

7. Kecantatatl adalah wilayah kerja Camat sebagai Ferangkat Daerah

l''ah.rupraten Sanrosir.

8. Desa adalah kesatuan rnasyarakat hukum yang memilikl batas-batas

wiiayah yang berwenang urrtt.tk mengatur dan mengurus kepentingan

rnasyarakat setempat, berclasarkan asal-usul dan aclat istiadat seternpat

yang tiiakui cJan dihorrnati dslam sistern pemerintahan f'legara Kesatuan

F{epublik lndonesia.

f]. Pernerintahan Desa acJalah FenyelenEgaraan urusan Pernerintahan oleh

Pemerintah Desa dan ffiaclan Fermusyawaratan Desa dalam mengatur clan

rn€lnsuru$ kep*ntingan masyarakat ,setempat lrerdasarkan asal usul dan

ariat istiadat s';etennpat yang dialcui dan dihormatl dalarn sistim

Femerintahan Negara K.esatuan republik lndonesia.

'10. Fernerintah Desa atJafah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyeienggara Pemenintaftan Desa.

'1'l Badan Perrnusyawaratan Desa yanE selanjutnya disingkat BFD adalah

lembaga yang merupakan perurujuclan demokrasi dalam penyelenggaraan

Femerintahan Desa sebagai unsur penyelengEara Femerintahan Desa.

12. Peraturan Desia adarlal"r Feraturan Ferundang undangan yang dibuat oleh

tsFiD bersarna Kepala Desa.

13. lVluatan lViateri Feraturan Desa adalah materi yang dirnuat dalam Peraturan

Desa sesuai r:lengan jerris, fungsi dan hierarki Feraturan Perundang

undangan.

BAts II

A.SA$ P Emd ts E F{"['i.J KAfr.l

Fasal 2

(1)Peraturan Desa ditetapkan clleh Kepala Desa setelah dibahas bersama

8PD

(2) Per*tursn Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan

Desa.

(i)) Perraturan Desa sebagaimana dirnakeud pada ayat (1), merupakan

6:enjabaran lebih lanjllt cjarl Peratr;ran Perundang undangan yang lebih

tinggi dengan nremperhatikarr kondisi $0$ial budaya nrasyarakat desa

setenrpat.

(4) Perilturan Desra sebagaimana dintaksud pada ayat (1), dilarang

bertentangan clengan kepentingan umurn dan/atau Peraturan

Petundangan-LJndangan yang lebih tinggi.
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o**u hairus i:rerclasarkan pada asas

penr bentukan Per atu ran Fierundan g-U tlclangarl yanE hrai k, rneliputi :

a. kejelasarr tujuan;

h. kelembagaan atau org;an pembentuk yang tepat:

c. kesesuaian antara jenis darl rnateri muatan;

d. dapat dilaksanakan;

13. kedayagunaan dan kehasilgunaan,

f f,.ejelasan rurnusan; <Jan

("1 lietr:rb,ukaan

Fasal 4

Materi muatan Feraturan Desa nrengarldung asas:

a. pengay0man;

b. kernanusiaan;

c^ kebangsaatt:

d. kekeluargaan;

e. kc+nusantaraan;

f. bhinneka tunEgal tka;

g keadil;it"l;

lr" kesarnaan kerdr.rdukan qialarn hukum pemerirri:ahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum, daniatau

j. keseirnkrangan, keserasian, dan keselara$an^

BAts III

IMATHRI SldlU&Tl\$d

Pasa[ $

(1) Materi muatan Feraturan Desa acJalalr seir:ruh materi dalam rangka

glenyelenggaraan urusan desa serta penjabaran lebih lanjut Peraturan

Perundangan-Undangari yang iebih tinggi.

(2) Materi rnuatan Peraturan nesa sebagainrana dimaksud pada ayat ('l), tidak

boleh mernuat sanksi terhadap masyarakat yang telah diatur dengan Peraturan

Perundang-Llndangan yang kedudukannya lebih tinggi.

BAE !V
pHMffiEI{TL}KAh,t pER.A] URAnl DE$rq

Bagian Pertanna

Pensiaparl Pemhentu kan

Pasal (i

Rancangan Feraturan ilesa dapat bernsai ciari EPD atau Kepala Desa sebagai

Kepala Fenterintahan $esat.
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Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan

Peraturan Oesa yang berasal dari BPD dan Kepala Desa diatur dengan

Peraturan Bupati

Pasal I
(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa

disampaikan derngan surat pengantar Kepala Desa kepada BPD.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan

dengan surat pengantar Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.

Pasa! 9

(1) Fenyebarlusan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD

dilaksanakan oleh $ekretariat BPD.

(2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala

Desa dilaksanakan oleh $ekretariat Desa.

Fasal '10

Apabiia Kepala Desa dan BPD menyarnpaikan rancangan peraturan desa

mengenai materi yang Sama, rnaka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan

Desa yanE disampaikan clleh BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa

yang bersal dari Kepala Desa sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 'lf
(1) Penyusunan Rancangan Feraturan Desa dilakukan sesuai teknik

penyusunan Peraturan Desa.*-*
(2) Ketentuan tenifi lanjut mengenai teknik penyusunan Peraturan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 12

(1) Fembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD dilakukan oleh BPD

bersama Kepala Desa.

(2) Fernbahasan bersarna sebaEaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

rnelalui Rapat Musyawarah Paripurna BPD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembahasan Rancangan

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan

Peraturan l"ata Tertib BFD.

Pasal Ii ..,.....16



Fasal '13

Masyarakat berirak nremberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam

rangka penyiapan atau pernbahasan Rancangan Peraturan Desa^

Fasal t4

(1) Rancangan Feraturan Desa dapat ditanik kembali sebelum dibahas

bersama BPD dan Kepala Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik

kembali berdasarkan persetujuan bersama BFD dan Kepala Desa.

(3) Ketentuan Lebih lanjut rnengenai tata cara penarikan kernbali Rancangan

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan

Feraturan Tata "l'ertih tsPD

Bagian ketiga

PenetaPan Peraturan Eesa

Fasal '15

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama BPD dan Kepala

Desa disampaikan oleh Fimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk

ditetapkan menjadi Penaturan Desa.

(2) Penyampaian Rancangart Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dalarn jangka waktu paling lamaT (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal t6

(1)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa

tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa'

(2) Fenyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lamaT (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal persetujuan bersama,

tsagian keempat

Pengawasan dan Pembinaan

Pasal tZ

(1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui

Camat, sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh)

hari setelah ditetapkan.



(2) Feraturan Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), yang bertentangan

clengan kepentingan unluffl dan/atau Feraturan Perundang undanEan yanE

lelrih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

(3) Kerputusan Nlernhatalan Peraturan Desa sebagairrrana dimaksltd pada ayat

(2), clitetapl<arr rJengan Keputusan tsupati paling lanra 30 (tiga puluh) hari

sejak rliterirnanva Feraturan Desa.

(4) Paling lanw 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan

sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), Kepala Desa harus menghentikan

pelaksanaan Peraturan Desa.

(5) fieenghentian Pelaksalraan Feraturan desa sebagaimana dinraksud pada

ayat ('{), Kepala Desa harus memperbaiki Feraturan Desa setelah

dimusyawarahkan dengarr BFD^

HAE V

PNNG U h.! DAI{GAhX N,AN PHNVEtsARLIJASAN

Fasa{ 'lS

('l) AEar" setiap orarls rnengetahuinya, Peraturan Desa harus diundangkan

tlertgan rnemuatnya dalam Berlta Daerah.

(2) i:remuraian Peraturan Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

eileh Sekretaris Desa.

Fasal 19

peraturan nesa muiai beraku rlan mernpunyai kekuatan hukum mengikat pada

tanggai Penaturan Oesa diunclangkan dengan memuatnya dalam Berita

Daerahlke€usli cjitentukan lain di dalam Feraturan Desa yang bersangkutan'

Fasal 20

Femerintah Desa w.ltib rnenyebarlua$kan Peraturan Desa yang telah

diundangkan dengan dimuatnya dalam Berita Daerah.

Fasal 2'l

WarEa rnasvarakat dosa yang bersangkurtan harus rnematuhi Peraturan Desa

yang telah tliurrdanrgkan dengan dintuatnya clalam Berita Daerah

BAts V$

PHRATL'RI\I{ NAN KHPUTT,I$AN KHPAI.A NE$A

Fasal ?2

(1) t-Jntuk melaksanakan Peraturan ilesa, Kepala Desa menetapkan Peraturan

Kepala Desa cJarn/atau Keputusan Kepala Desa'

Aval t')\ /R



(Z) $)ereffi Kepala Des;a clarr/atarr; Kegrurtusan l(epala Desa sebagainrana

climaksr-rrl pa,Ja uyai (1), ctilaranE berterrtortgan dengan kepentingan urnum,

i'{an Peraturan Ferunclang unclangan yang iebih tinggi.

Fasal ?3

(1) Bupati dapat nnembatalkan Peraturarr K.epala Desa dan Keputusan Kepala

Desa yans tlertentangan clengan fltepentingan urnum atau Feraturan

Perunctrang unclangan yang lebih tinggi tingkatannya.

(2) Keputusan pemhatalan Feraturan Kepala Desa clan Keputusan Kepala

Desa sebaEaimana cjimaksud pacla ayat (1), diLreritahukan kepada

Penrerintah Desa yang hensangkutan dan BPD dengan menyebutkan

alasan-alasannya.

(11) Fernerirrtah Desa yang ticlak rnenerirna l<eputusan pembatalan Feraturan

Desa rJan Pereltr.rran Kepala f,)esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dapat nrengajultan keheratan kepaCa Bupati.

Fasaf; ?z$

(1) Peraturan K*pala Desa dirnuat dalam Berita Daerelh.

(2) Fembuatan fleraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1),

dilakukan oleh "$el<retaris Daerah.

(3) Feratr,rr"an Kepala L)esa sebagairnalna dinraksud ayat (1), disebarlltaskan

oleh Fenterintah Desa.

MAffi VII

$tA[-,SCAhIGAf{ PERA"I'L}RAN{ NE$A TffiNTAI.UG APB DESA

Fasal 25

(1) Dalam penyusupan Rarrcangan Fenaturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa mengadakan Rapat Desa

dengan rnenEikurt sertakarr tokoh rnasyarakat yang hrukan anggota BPD

sesuai denrgan konrJisi setempat dan dapat dihadiri Camat atau pejabat lain

yang ditun.juk.

(?) Rapat Desa sebagaimana dirrraksuci pada ayat (1), dapat diawali dengan

tilik Liusun SUni' nteneninra aspirasi ciari mmsyarakat.

Pasa[ 26

('l) Rancangan Feraturan Desa tentang ApB Desa yang telah disetujtri

bersan'la sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari

disarnpaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi'

(2) l-.{asil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana

dimaksrid pad;, eyat (1), disarnpaikan paling iama 20 (dua puluh) hari

kepada Kepala Desa.
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(3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampaui

batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan

Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi

Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati

dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam'Lembaran Daerah Kabupaten

Samosir.

SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH (ABUPATEN SAMOSIR

TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2OO7 NOMOR

KABUPATEN SAMOSIR
SERI NOMOR



PEIdJEI.ASAN

ATAS

PERATURAhI DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NoMoR 20 raHuN 2006

TENTANG

.

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN

MEKANISME PENYUSL'NAN PERATURAN DESA

PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya

peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tetang Desa, maka perlu disusunnya

pengaturan mengenai Pedoman Fernbentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan

Desa,

pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76

Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan

dengan t.lndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ferubahan atas Undang-Undang

Nonnor 32 Tahun 2004 dengarr ditetapkannya Feraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan

pemikiran penEaturan mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan

peraturan Desa. yaitr.r keanekaragaman. partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pem berdayaan m asiaTekat.

Keanekaragaman memiliki makna bahwa Fedoman Pembentukan dan Mekanisme

penyusunan Peraturan Desa clisesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya

masyarakat setempat, hal ini berarti Pedoman Pernbentukan dan Mekanisme Penyusunan

peraturan Desa harus menghormati sistern nilai yang berlaku pada masyarakat setempat

namun harus tetap mengindahkan sistim nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Partisipasi menriliki makna bahwa Pedoman Pembentukan dan Mekanisme

penyusunan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

desa harus mampu rnewujudt<an peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa

memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama

sebagai sesarna warga desa.

Otonomi asli memiliki makna bahwa Pedoman Pembentukan dan Mekanisme

penyusunan Peraturan Desa dapat mengatur dan mengurus masyarakat setempat

didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat

setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan

Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

10 Demokratisasi .. ..........111



Ds*fflatsratisn*ffiitini makna bahwa Feeionran Femheniukarr dan hrlekanisme

F!enyusunan iler"aturan Desa rialarn penyelenggaraan pernerintahan dan pelaksanaan

perrrbangunan di <lesa harils nrengakornociasi aspirasi masyarakat yang diartil<ulasi dan

diagregasi sebagar rnitrel Pemerintah Desa'

Fenrberciayaaq masyaraikat nierniliki nrakna trahwa Fedoman Fernbentukan dan

Mekanismel FenyuSunan Flerattlran Desa clalarn penyelenggaraarl pemerintahan dan

pelaf<sanaan pembarrgLlnan cir desa ditujukan untuk nneningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan rflffnyfrrakat nlelalr-li pene*tapain kebijakall, program clan kegiatan yang sesuai

dengan esensi rnasalah darr prroritas keburtuhan nnasyarakat.

Cleh karena itu periunya pengaturan penetapan Feraturan Daerah mengenai

pedoman Femtrentukan el.qn Mekarrisme flenyr.lsurlan Peraturan Desn yang disesuaikan

derrEan peraturan penrerrntah Nomor i'2 -['ahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar

sebagai lanclaean pernikirarr pefigaturan nrerlgenai desa'

n[" PHISJEtA$AN pA$At DffiMl p,A$P{l-

flasal 'l

CukuP ielas

Fasa| 2

Cr.tkup jelas

Fasal 3

Hulruf a

yarrg climraksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan

peratr:rarr Desa harus mempLinyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

f"{uruf f.l

yang dirnaksurl dengan "kelernbagaan atau organ pembentuk yanE tepat" adalah

h,ahwa ltreraturan Desa harus cJibuat oleh Lernbaga/Pejabat Peraturan desa yang

berwenang, Feraturan Desa tersebut dapat clibatalkan atau batal demi hukunr,

trila dibuat olelr lembaga/pejatrat yang tidak berwenang"

l-{utuf c

yang dlmal<sucl dengan az.as "kesesuaian antara jenis dan materr muatan"

adalah tral"rwa dalarn pemirentukan Peraturan Desa harug benar-benar

memperhatikan nrateri rnuatan Vang tepat dengan jenis Peratulran Desanya.

l'luruf d

yang cjirnaksud dengan azas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap

pennlcerrtukan peraturan Desa harus nrennperhitungkan efektifitas Feraturan Desa

tersebut di d*larrr nrasyarakat, baik secara filosopis, yuridis maupun sosiologis.
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h"'{uruf e

yanE dinraksuci ciengan a?-a$ "kedayagunaan dan kehasilgunasn" adalah lrahwa

setiap Feraturanr Sersa rlib,eiat karena mernang fienar-benar dlbutulhkan dan

bernranfaat clalanr rnengatur kehidupan lrermasyarakat, berbangsa dan

hrernegaret.

h{uruf f
yang dirrraksud clengan aza$ "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap

Feraturan nesa harus mernenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan

Desa, sistemalika riarn prilihan ltata atau ter"minologi, serta bahasa hukumnya jelas

cjanr nludah dimengerti, sehingga ticlak menimbulkan berlragai macam interpretasi

<lalanr Pelaksanaann\/4.

[-'luruf g

yang rJimaksud dengan aza$ "keterbukaan" adalalr bahwa dalam pro$es

pemberrtukan Peraturan fiJesa nrulai clari perencanaeln, persiapan, penyusunan,

dan Srenrhralrasan hr:rsifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh

laplsan rnasyarakat menrpunyai kesempatan yanU seluas-luasnya untuk

rne ln b*.irrika n nlasukan cialam prose$ pern h'uatan f]eratura n Desa.

Flasal 4

Huruf a
yang clinraksud dengan aza$ ,'penEaycman" adalah bahwa setiap lVlateri rnuatan

Feraturan Desa harrus berfungsi ntemberikan perlindungan dalam ranEka

rnenciptakan ketenteraman masyff rakat.

l'lurruf h

yang dimakriuc.i dengan a;Las "kemanusiaan" adalah bahwa Materi muatan

Feraturan Desa haru$ mencerrTrinkan periincl.ungan rian penghorrnatan hak-hak

azasi rna?ill$tf,serta harkat qian mafiatrat setiap warga negara dan pendudtlk

lndonesia secara ProPorsional.

Huruf c

yang dirnaksud dengan azas "kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan

peral.uran Desa haru$ rnencernrinkan sifat darr watalt bangsa lndonesia yang

pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap rneniaga prinsip Negara Kesatuan

RePublik lnrlonesia.

Flunuf d

yang clinraksud clenrgan azas "ke$ieiuargaan" adalah bahwa setiap materi muatan

Feraturan Desa harus rner'lserfitinkan musyawarah untuk mencapai mufakat

clalarn setiap pengambilan keputusan'

l"{uruf e

\ran6; dimatrsud denglan aza$ "kenusantaraan" adalah bahwa setiap materi

mtlatan Peralural l;esa senantiasa rnemperhatikan kepentingan seluruh wilayah

ln,lonesia dan materri muatap Peraturan Desa rnerupakan baEian dari sistem

Itukurn nasional yang [ierciatarkart Pancasila'

l) rr---^--1'/.'



l'.lunuf f
yang dimaksud dengan azas "Bhineka Tunggal lka" adalah bahwa materl muatan

peraturan Desa harus nnernperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan

golongan, kondisi khusus desa, dan budaya khususnya yang menyangkut

masalah-nnasalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

[-'luruf g

yang dimaksud dengan azas "keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan

peraturan Desa harus mencerrninkan keadilan secara proporsional bagi setiap

warga negara tanPa kecuali.

Huruf h
yang dimaksud dengan azas "kesarnaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa tidak boleh

Serisi hal-hal yang bersifat mennbedakan berdasarkan latar belakang, antara lain:

agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial'

Huruf i

yang dimaksud dengan azas "ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa

setiap materi muatan Peraturan Desa harus dapat menciptakan ketertiban dalam

masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum'

Huruf j

yang dimaksud dengan azas "keseimbangan, keserasian dan keselarasan"

adalah bahwa setiap materi muatan setiap Peraturan Desa harus mencerminkan

kesimtrangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan

rnasyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 5

Cukup jelas

Fasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal I
Cukup jelas

Pasal I
Ayat (1)

Maksud "penyebarluasan" adalah agar masyarakat mengetahui adanya

rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas guna memberi masukan atas

materi yang dibahas"

Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 1 1

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas
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Pasal 13

CukuP jelas

Pasal 14

CukuP jelas

Pasal 15

CukuP jelas

Pasal 16

CukuP jelas 
:

Pasal 17

CukuP jelas

Pasal 18

CukuP jelas

Pasal 19

CukuP jelas

Pasal 20

CukuP jelas

Pasal 21

CukuP jelas

Pasal 22

CukuP jelas

Pasal 23

CukuP jelas

Pasal 24

CukuP jelas

Pasal 25

CukuP jelas x-*
Pasal 26

AYat (1)

yang dimaksud dengan "evaluasi" adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian

antara kebijakan desa dan kebijakan Kabupaten dan keserasian antara

kepentingan publik dan kepentingan Aparatur Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

CukuP jelas

Pasal 28

CukuP jelas

Pasal 29

Cukup jelas
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